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ABSTRAK 

ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH 

OKNUM GURU PONDOK PESANTREN 

(Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat) 

 

Oleh 

Rendie Meita Sarie Putri 

 

 

Viktimologi merupakan studi yang mempelajari tentang korban, penyebab 

timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban. Korban dapat 

mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. 

Meskipun korban memiliki peran dalam memicu terjadinya suatu tindak 

kejahatan, korban harus tetap mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya 

sebagai korban dan hal inilah yang akan coba dicapai oleh viktimilogi. 

Permasalahan yang akan dibahas ialah : bagaimana analisis viktimologi dan 

bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencabulan oleh oknum guru 

pondok pesantren, serta apa sajakah faktor penghambat penegakan hukumnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi 

lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 

Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polres Tulang Bawang Barat, 

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat, dan Dosen bagian 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana tidak semerta-merta 

dapat dilihat dari sisi pelakunya saja, korban juga memiliki peranan dalam 

terjadinya suatu tindak pidana. Perilaku korban secara aktif menjadi faktor 

pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan, dalam hal ini kasus pencabulan 

dengan korban NK dapat dikategorikan sebagai Biologically weak victim, 

Participating victims dan provocative victims. Korban NK telah mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai Pasal 64 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yaitu mendapatkan rehabilitasi, jaminan keselamatan,dan 

aksebilitas untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara. Penegakan 

hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang 

Barat mengalami hambatan yaitu keengganan korban dalam melakukan 

pengaduan telah terjadi pencabulan karena merupakan perbuatan yang 

memalukan, sehingga kesadaran hukum masih sangat rendah dan menghambat 

berlakunya penegakan hukum bagi korban. 

 



 

Rendie Meita Sarie Putri 

Saran yang penulis berikan ialah, orangtua dan lingkungan sekitar anak sebaiknya 

lebih waspada dalam hal pengawasan terhadap anak, karena dalam hal ini anak 

belum memiliki kuasa akan dirinya sendiri. Seorang anak yang menjadi santri di 

pondok pesantren, tetaplah diperhatikan oleh orangtua dan keluarganya.  

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik hendaknya dapat 

ditingkatkan kembali seperti perbaikan mental dan psikis korban agar tidak 

menyebabkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan, suatu kejahatan dapat 

terungkap apabila adanya pengaduan laporan yang dilakukan oleh korban atau 

masyarakat meskipun ada juga kejahatan yang terungkap karena pelaku 

tertangkap tangan oleh aparat. Dengan demikian aparat penegak hukum, terutama 

polisi sangat membutuhkan peran aktif korban atau masyarakat. 

 

Kata Kunci : Viktimologi, Anak, Peranan Korban, Pencabulan 
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MOTTO 

 

 

 

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan 

kamu dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong 

kamu selain dari Allah? Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang 

beriman itu mempercayakan dirinya” 

(Q.S. Ali Imran: 160) 

 

 

 

Jangan pernah berpikir bagaimana caranya untuk hidup, karena kita sudah 

dihidupkan. Jalani dan nikmati prosesnya karena takdir sudah ditentukan. 

(Ayah) 

 

 

 

Allah tau kita tidak selalu kuat, tapi Allah selalu berhasil memberi kita alasan 

untuk tidak mudah menyerah. 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan 

penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan 

keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu 

diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meski pun 

dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas 

karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan 

perkembangan masyarakat.
1
 

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai 

macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi 

korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Pembahasan masalah korban 

kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Viktimologi adalah suatu studi 

yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat 

penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan 

sosial.
2
 

                                                 
1
 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta : PT. Refika 

Aditama, 2002, hlm. 15. 
2
 Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika Offset: Jakarta, 

2014, hlm. 1. 
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Pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai 

elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya 

pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (preventif). Oleh karena itu 

seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan ataupun sebagai salah 

satu faktor kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen 

penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor.
3
 

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. 

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan 

kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dalam hal 

terjadinya kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan pelaku tindak pidana yang 

berakibat penderitaan korban.
4
 

Peranan pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau 

tidak langsung. Pengaruh tersebut tidak sama pada korban. Pihak korban dapat 

berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak 

langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif 

atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada 

situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.
5
 

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan 

pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dimana hal tersebut dilakukan. Peranan 

korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak nya, 

pihak, lain, dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat 

                                                 
3
 Ibid. hlm. 11. 

4
 Siswanto Sunarso, 2014 Op.Cit. hlm. 32. 

5
 Ibid. 
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hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinnya kejahatan tertentu pihak korban 

dikatakan bertanggung jawab. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi antara 

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
6
 

Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara 

lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku 

melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban 

semua yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu 

kejahatan. Juga dapat memainkan peranan yang merasa menjadi korban dari 

perbuatan orang lain, lalu melakukan suatu kejahatan sebagai pembalasan. 

Kemudian mempunyai pula peranan sebagai korban yang merupakan alat 

pembenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan.
7
 

Tindak pidana yang sering kali ada peranan korban didalamnya adalah tindak 

pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289 - 

296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap 

kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan 

pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa :  

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa 

seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan 

dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan 

dengan hukum penjara     selama-lamanya sembilan tahun.” 

                                                 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 
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Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan 

mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang fear of crime 

(ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat 

merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang 

dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak 

dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang 

kejahatan dan dosa.
8
 

Ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala 

perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya 

itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian 

kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.
9
 Penyebabnya 

dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara 

tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi ada unsur-unsur lain yang 

mempengaruhinya. 

Pencabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai faktor 

kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Beberapa 

faktor ini terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. 

Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensif tertentu) antara korban 

dan pelakunya. kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan 

pelakunya, maka presentasenya cukup kecil.
10

 

                                                 
8
 M. Ali Chasan Umar, Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah, Cetakan 1, Jakarta:CV 

Panca Agung, 1990), hlm. 26. 
9
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 29. 
10

 Dikdik. M, Arif Mansyur,Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta :PT Raja grafindo 

Persada, 2007. hlm. 66. 
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Kasus pencabulan atau perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, 

korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain, masing - masing mempunyai andil dan timbulnya suatu tindak 

pidana.
11

 Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan yang 

bukan mahramnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap 

terjadinya pencabulan atau perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun 

kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang 

secara tidak langsung diperbuat oleh korban.
12

 

Beberapa kasus pencabulan yang terjadi di Palembang dan sekitarnya, korban 

secara tidak langsung berperan dalam timbulnya kejahatan tersebut, seperti kasus 

yang di lakukan oleh Tomi, warga Jalan KH Azhari, Lorong Keluarga, RT 10, 

Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Di hadapan penyidik, 

pelaku mengakui awalnya hanya ingin mencuri HP di rumah korban. Dia masuk 

kerumah korban di Jalan KH Azhari, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 

I, Palembang, Selasa (7/10) sekitar pukul 12.00 WIB, dengan cara merusak 

dinding rumah yang terbuat dari kayu. Namun, saat mengambil HP di atas meja, 

Tomi melihat paha korban berinisial BL (16) terbuka lebar saat tidur pulas di 

ruang tamu. Melihat kesempatan tersebut, pelaku berinisiatif ingin mencabuli 

ABG itu.
13

 

Contoh kasus lainnya, pencabulan yang dilakukan oleh Heri Setiawan, Saat itu 

terdakwa bekerja sebagai pemain organ tunggal (OT) tertarik dengan pakaian 

                                                 
11

 Ibid. hlm. 67. 
12

 Ibid. hlm. 72. 
13

 Merdeka.com, PALEMBANG , Curi HP lihat paha mulus, Tomi nekat pelorotin celana 

ABG,http://www.merdeka.com/peristiwa/curi-hp-lihat-paha-mulus-tomi-nekat-pelorotin-

celanaabg.html, diakses pada tanggal 30 September 2021 
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seksi dan kemolekan tubuh korban yang merupakan biduannya. Kemudian 

terjadilah pencabulan terhadap korban.
14

 Kejadian berulang terjadi pada kasus 

pencabulan yang dilakukan oleh guru Pondok Pesantren yang berlokasi di 

Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tersangka berinisial 

MFA (27) yang merupakan guru dari pondok pesantren yang sama dengan 

korban, diketahui korban merupakan anak berusia 15 tahun. 

Kejadian pencabulan anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jum‟at 

(7/5/2021) pukul 16:30 WIB di kantin Pondok Pesantren yang diketahui oleh dua 

orang saksi berinisial AHM dan AH yang juga merupakan penghuni Pondok 

Pesantren tersebut. Saksi ini melapor kepada keluarga korban dan setelah 

ditangkap (pelaku), ternyata aksi tersebut sudah dilakukan pelaku berkali-kali 

terhadap korban. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut terjadi dari Tahun 

2019-2021 hingga lebih dari 30 kali. Kasat Reskrim mengatakan beberapa tempat 

yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi pencabulan tersebut adalah Dapur 

Pondok Pesantren pada Tahun 2019 sebanyak 2 kali, Koperasi Pondok Pesantren 

yang saat ini menjadi Asrama Putri pada Tahun 2019 sebanyak 5 kali, Kamar 

mandi Asrama Putri Pondok Pesantren sebanyak 10 kali, Aula Pesantren sebanyak 

12 kali, Kantin Pondok Pesantren pada Tahun 2019 dan 2021 sebanyak 4 kali, 

Kamar MFA pada Tahun 2020 sebanyak 2 kali, Kamar mandi rumah Pak Kiyai 

(alm) Tahun 2020 sebanyak 3 kali.
15

 Akibat dari tindak pidana ini, pelaku 

                                                 
14

 Berita pagi.com, PALEMBANG, Sidang Pencabulan Ricuh, Keluarga Korban Geram, 

http://beritapagi.co.id/read/sidang-pencabulan-ricuh-keluarga-korban-geram.html, diakses pada 

tanggal 30 September 2021 
15

 Lampung Geh, “Guru Pondok Pesantren di Tulang Bawang Barat Cabuli Santrinya Puluhan 

Kali” , diakses dari https://kumparan.com/lampunggeh/guru-pondok-pesantren-di-tulang-bawang-

barat-cabuli-santrinya-puluhan-kali-1vs12tz2AzW/full, pada tanggal 07 September 2021 

 

https://kumparan.com/lampunggeh/guru-pondok-pesantren-di-tulang-bawang-barat-cabuli-santrinya-puluhan-kali-1vs12tz2AzW/full
https://kumparan.com/lampunggeh/guru-pondok-pesantren-di-tulang-bawang-barat-cabuli-santrinya-puluhan-kali-1vs12tz2AzW/full
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melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji 

dan membahas masalah yang erat kaitannya dengan contoh kasus diatas dengan 

menggunakan ilmu viktimologi, dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi 

dengan judul : “Analisis Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum 

Guru Pondok Pesantren (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat). ” 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis 

mengangkat permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah analisis viktimologi tindak pidana pencabulan oleh oknum guru 

pondok pesantren? 

b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan 

oleh oknum guru pondok pesantren? 

c. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak korban 

pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan Analisis Viktimologi 

Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren. Waktu dan 

lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2022 di Provinsi Lampung. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui analisis viktimologi tindak pidana pencabulan oleh oknum 

guru pondok pesantren 

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban 

pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren 

c. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak korban 

pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan 

praktis yaitu sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan menjadi bahan 

referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang 

terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas 

hasil analisis dalam perspektif viktimologi tindak pidana pencabulan, 

pelaksanaan perlindungan hukum yang dapat diberikan, dan faktor penghambat 

penegakan hukum terhadap anak korban pencabulan. 

b. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait 

khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan 

dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, selain itu sebagai informasi 
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dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan 

akademisi. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis yaitu teori-teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji 

permasalahan dalam suatu penelitian. Demikian penulis dapat memahami dengan 

baik penjelasan teori dalam viktimologi, teori perlindungan hukum, dan faktor 

penghambat penegakan hukum. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai 

suatu masalah, adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah : 

a. Teori Viktimologi 

Viktimologi merupakan studi yang mengkaji mengenai korban, yang 

menyebabkan adanya korban, serta akibat-akibat yang ditimbulkan sebagai 

permasalahan manusia dalam suatu kenyataan sosial.
16

 Melalui viktimologi 

dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor 

penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, 

upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban 

kejahatan.  

Pokok bahasan yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai 

penelitian terhadap korban (victim) dari tindak pidana yaitu : 

1) Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana; 

2) Hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan; 

3) Sifat mudah diserangnya korban dan kemungkinannya untuk menjadi 

residivis; 

                                                 
16

 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34. 
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4) Peranan korban kejahatan (victim) dalam sistem peradilan; 

5) Ketakutan korban terhadap kejahatan; 

6) Sikap dari korban kejahatan (victim) terhadap peraturan dan penegakkan 

hukumnya. 

Sedangkan, perlindungan hukum korban suatu kejahatan sebagai bagian dari 

perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti 

melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, ataupun bantuan  

hukum.
17

 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah memberikan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

serta perlindungan itu diberikan untuk masyarakat agar bisa menikmati seluruh 

hak-haknya yang diberikan oleh hukum.
18

 

Barda Nawawi Arief mengatakan, perlindungan hukum terhadap anak adalah 

upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
19

 

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, 

dilaksanakan melalui Pasal 64 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 : 

1) Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; 

2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi; 

                                                 
17

 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 31. 
18

 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53. 
19

 Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Bandung: Citra aditya Bakti, hlm. 158. 
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3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, 

mental maupun sosial; dan 

4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara. 

c. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap orang 

khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan 

hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan terdapat beberapa 

faktor penghambat, antara lain yaitu :
20

 

1) Berhadapan dengan anak 

Mengingat korban tindak pidana pencabulan ini adalah anak, maka untuk 

mengetahui informasi terjadinya tindak pidana ini tentulah si korban. Pada 

umumnya korban akan mengalami trauma setelah kejadian, sering 

dihinggapi rasa takut akan reaksi orang disekitarnya, takut orang lain tidak 

mempercayai keterangannya, takut untuk diperiksa, takut untuk melaporkan 

kejadian yang menimpa dirinya karena si pelaku akan balas dendam.  

2) Alat Bukti 

Saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak ini biasanya adalah 

anak itu sendiri (sebagai saksi dan sebagai korban). Selain saksi korban ada 

juga saksi-saksi lain seperti orangtua korban, keluarga korban, teman 

korban, dan lainya. Akan tetapi kekuatan pembuktian dari saksi selain saksi 

korban harus dikesampingkan sesuai ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP. 

                                                 
20

 Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 

Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2021. 
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Misalnya tersebut adalah orangtua korban yang mengetahui informasi 

pencabulan tersebut hanya dari cerita anaknya (korban) tanpa melihat 

langsung peristiwa tersebut. Kemudian keterangan saksi ini dapat 

dikategorikan sebagai “testimonium de audio” yaitu keterangan yang tidak 

mempunyai nilai bukti.  

3) Unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tidak Terpenuhi 

Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat 

dituntut dengan ancaman pidana apabila perbuatannya telah memenuhi 

semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 

Mengenai pencabulan terhadap anak ini diatur dalam KUHP Pasal 290 (2) 

yang unsur-unsurnya meliputi: 

1) Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek 

hukum yakni penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan 

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan kata lain si 

pelaku yang diperjelas dengan identitas. 

2) Melakukan perbuatan cabul; yang dimaksud dengan perbuatan cabul 

adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 

perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, 

misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba 

buah dada dan sebagainya 

3) Dengan seseorang; yang dimaksud dengan seseorang disini telah jelas, 

yakni dengan adanya korban 

4) Belum berumur 15 (Lima belas) tahun disisni adalah anak (korban) dan 

pelaku mengetahui akan hal itu. 

 

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana 

pencabulan terhadap anak ini diatur dalam Pasal 82 yang unsur-unsurnya 

meliputi:  

1) Setiap orang; yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap 

penyandang hak dan kewajiban yakni Subjek hukum dari suatu tindak 

pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang diperjelas 

dengan idientitasnya. 
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2) Dengan sengaja; yang dimaksud dengan sengaja disini adalah bahwa 

seseorang(pelaku) mengetahui dan menyadari (dalam keadaan sadar) 

akan perbuatannya. 

3) Melakukan kekerasan; kekesaran disini dapat diartikan sebagai suatu 

perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) yang dapat 

berakibat buruk pada fisik maupun mental orang tersebut. 

4) Melakukan ancamann kekerasan; ancaman kekerasan dapat berupa 

upaya seseorang (pelaku) untuk menakut-nakuti orang lain (korban) 

dengan disertai paksaan dan ancaman. 

5) Memaksa; merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain agar 

orang tersebut menuruti keinginannya dengan paksaan. 

6) Melakukan tipu muslihat; berupa perbuatan seseorang (pelaku) terhdap 

orang lain (korban) dengan mengiming-imingi sesuatu yang 

menyenangkan. 

7) Serangkaian kebohongan: berupa janji-janji seseorang (pelaku) terhadap 

orang lain (korban) dikemudian hari dapat berupa benda atau barang 

dan sebagainya. 

8) Membujuk melakukan; ajakan seseorang (pelaku) terhadap orang lain 

(korban) untuk melakukan suatu perbuatan 

9) Membiarkan dilakukan: bahwa seseorang yang mengetahui perbuatan 

(yang seharusnya tidak dilakukan) oleh orang lain tanpa menegur atau 

melarangnya. 

10) Perbuatan cabul: segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopana) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dilakukan dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba 

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. 

11) Anak; seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.
21

 Adapun pengertian dari istilah 

yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain : 

a. Kajian teori adalah kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Kajian terhadap teori atau hasil studi terdahulu difokuskan pada konsep 

utama yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mempunyai wawasan 

yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variable 

                                                 
21

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 132 
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yang akan diteliti, konsep utama dalam hal ini adalah variable dependennya.
22

 

b. Viktimologi yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang 

berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupannya.
23

 

c. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat 

dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
24

 

d. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
25

 

e. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang 

lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
26

 

f. Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak 

tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang 

berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun 

                                                 
22

 Muhammad Aziz, “Makalah Tentang Kajian Teori dan Jenis-jenis Penelitian”, diakses dari 

https://kumpulanmakalah4.blogspot.com/2016/11/makalah-tentang-kajian-teori-dan-jenis.html, 

pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 18.39 WIB 
23

 Arif Gosita, Op.Cit., hlm. 22 
24

 Sadjijiono, Memahami Hukum Kepolisian (Jakarta: LaksBang Persindo, 2010), hlm. 5. 
25

 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
26

 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63. 

https://kumpulanmakalah4.blogspot.com/2016/11/makalah-tentang-kajian-teori-dan-jenis.html
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sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami 

pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan 

tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan 

studi perbandingan antara teori dan praktek. 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-

sumber data, pengolahan data dan analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada 

pada analisis dalam perspektif viktimologi tindak pidana pencabulan yaitu 

faktor penyebab korban cenderung diam dan tidak melapor serta bentuk 

perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan. 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari 

penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan 

berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian skripsi ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi 

1. Pengertian Viktimologi 

Viktimologi berasal dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa 

latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana 

viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). 

Dalam pengertian terminology, viktimologi adalah studi yang mempelajari 

tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat 

penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan 

sosial.
27

 

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan 

sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan 

sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang 

sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban, serta 

memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak 

mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, 

profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik  

agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman yang meliputi 

pengetahuan bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. 

                                                 
27

 Deni Achmad dan Firganefi, 2016, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Justice Publisher,. 

hlm. 49. 
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Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru menjadi ruang 

tersendiri bagi para ilmuan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai 

rumusan mengenai viktimologi. Salah satunya ialah J.E Sahetapy,
28

 yang 

mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin ilmu yang membahas 

permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan, Arif Gosita
29

 menjelaskan 

bahwa : 

“ Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek 

studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi 

kriminal) dan segala bentuk yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal 

tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor 

viktimogen atau kriminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah 

satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah 

penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, ekonomi dan moral. Kerugian-

kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol 

sosial yang melembaga seperti penegal hukum, polisi, jaksa, hakim dan 

pembina masyarakat “. 

 

Arif Gosita
30

 juga mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu 

pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) 

sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatukenyataan sosial. 

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu: 

a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya 

secara dimensional; 

b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara 

fenomena yang ada dan saling memengaruhi; 

c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 

struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 

                                                 
28

 Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Laksbang Pressindo, Yogyakarta., hlm. 19. 
29

 Ibid., hlm. 20. 
30

 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Op.Cit., hlm. 35. 
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Tujuan viktimologi adalah : 

a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. 

b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi. 

c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.
31

 

Manfaat viktimologi fpada fdasarnya fberkenaan fdengan ftiga fhal futama 

fdalam fmempelajari fmanfaat fstudi fkorban, fyaitu f: 

a. Manfaat fyang fberkenaan fdengan fusaha fmembela fhak-hak fkorban 

fdan fperlindungan fhukum. 

b. Manfaat fyang fberkenaan fdengan fpenjelasan fperan fkorban fdalam fsuatu ftindak 

fpidana. 

c. Manfaat fyang fberkenaan fdengan fusaha fpencegahan fterjadinya fkorban.
32

 

Arief fGosita, fbeberapa fmanfaat fyang fdiperoleh fdengan fmempelajari fviktimologi, 

fyaitu fsebagai fberikut f: 

a. Viktimologi fmerupakan fhakikat fsiapa fitu fkorban fdan fyang fmenimbulkan 

fkorban, fapa fartinya fviktimisasi fdan fproses fviktimisasi fbagi fmereka fyang 

fterlibat fdalam fproses fviktimisasi. fAkibat fpemahaman fitu, fakan fdiciptakan 

fpengertian-pengertian, fetiologi fkriminal, fdan fkonsepsi-konsepsi fmengenai 

fusaha-usaha fyang fpreventif, frepresif, fdan ftindak flanjut fdalam fmenghadapi 

fdan fmenanggulangi fpermasalahan fviktimisasi fkriminal fdi fberbagai fbidang 

fkehidupan fdan fpenghidupan. 

b. Viktimologi fmemberikan fsumbangsih fdalam fmengerti flebih fbaik ftentang 

fkorban fakibat ftindakan fmanusia fyang fmenimbulkan fpenderitaan ffisik, 

fmental, fdan fsosial. fTujuannya ftidaklah funtuk fmenyanjung fkorban, ftetapi 

fhanya funtuk fmemberikan fbeberapa fpenjelasan fmengenai fkedudukan fdan 

fperan fkorban fserta fhubungannya fdengan fpihak fpelaku fserta fpihak flain. 

fKejelasan fini fsangat fpenting fdalam fupaya fpencegahan fterhadap fberbagai 

fmacam fviktimisasi fdemi fmenegakkan fkeadilan fdan fmeningkatkan 

fkesejahteraan fmereka fyang fterlihat flangsung fatau ftidak flangsung fdalam 

feksistensi fsuatu fviktimisasi. 

c. Viktimologi fmemberikan fkeyakinan fbahwa fsetiap findividu fmempunyai 

fhak fdan fkewajiban funtuk fmengetahui fmengenai fbahaya fyang fdihadapinya 

                                                 
31

 J.E Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 82. 
32

 Rena Yulia, Op.Cit., hlm. 39. 
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fberkaitan fdengan fkehidupan fdan fpekerjaan fmereka. 

d. Viktimologi fjuga fmemperhatikan fpermasalahan fviktimisasi fyang ftidak 

flangsung. fMisalnya fefek fpolitik fpada fpenduduk fdunia fketiga fakibat 

fpenyuapan foleh fsuatu fkorporasi finternasional, fakibat fsosial fpada fsetiap forang 

fakibat fpolusi findustri, fterjadinya fviktimisasi fekonomi, fpolitik, fdan fsosial 

fsetiap fkali fseorang fpejabat fmenyalahgunakan fjabatan fdalam fpemerintahan 

funtuk fkeuntungan fsendiri. 

e. Viktimologi fmemberikan fdasar fpemikiran funtuk fmasalah fpenyelesaian 

fviktimisasi fkriminal, fpendapat fviktimologi fdipergunakan fdalam fkeputusan-

keputusan fperadilan fkriminal fdan freaksi fpengadilan fterhadap fpelaku 

fkriminal.
33

 

 

2. Ruang fLingkup fViktimologi 

Ruang flingkup fviktimologi fmeliputi fbagaimana fseseorang fdapat fmenjadi fkorban 

fyang fditentukan foleh fsuatu fvictimity fyang ftidak fselalu fberhubungan fdengan 

fmasalah fkejahatan, ftermasuk fpula fkorban fkecelakaan, fdan fbencana falam fselain fdari 

fkorban fkejahatan fdan fpenyalahgunaan fkekuasaan.
34

 fViktimologi fmeneliti ftopik-

topik ftentang fkorban, fseperti f: fperanan fkorban fpada fterjadinya ftindak fpidana fatau 

fkejahatan, fhubungan fantara fpelaku fdengan fkorban, frentannya fposisi fkorban fdan 

fperanan fkorban fdalam fsistem fperadilan fpidana. fSelain fitu, fmenurut fMuladi
35

 

fviktimologi fmerupakan fsuatu fstudi fyang fbertujuan funtuk f: 

a. Menganalisis fberbagai faspek fyang fberkaitan fdengan fkorban; 

b. Berusaha funtuk fmemberikan fpenjelasan fsebab fmusabab fterjadinya 

fviktimisasi; 

c. Mengembangkan fsistem ftindakan fguna fmengurangi fpenderitaan fmanusia. 

 

Viktimologi fmemberikan fpengertian fyang flebih fbaik ftentang fkorban fkejahatan 

fsebagai fhasil fperbuatan fmanusia fyang fmenimbulkan fpenderitaan fmental, ffisik, fdan 

                                                 
33

 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989), hlm. 24. 
34

 J.E Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 25. 
35
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Masyarakat, Refika Aditama, Bandung., hlm. 105. 
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fsosial. fTujuannya fadalah funtuk fmemberikan fpenjelasan fmengenai fperan fyang 

fsesungguhnya fpara fkorban fdan fhubungan fmereka fdengan fkorban fserta fmemberikan 

fkeyakinan fdan fkesadaran fbahwa fsetiap forang fmempunyai fhak fmengetahui fbahaya 

fyang fdihadapi fberkaitan fdengan flingkungannya, fperkerjaannya, fprofesinya fdan 

flain-lain. f 

 

Ruang flingkup fatau fobjek fstudi fviktimologi fdan fkriminologi fdapat fdikatakan fsama, 

fyang fberbeda fadalah ftitik ftolak fpangkal fpengamatannya fdalam fmemahami fsuatu 

fviktimisasi fkriminal, fyaitu fviktimologi fdari fsudut fpihak fkorban fsedangkan 

fkriminologi fdari fsudut fpihak fpelaku. fMasing- fmasing fmerupakan fkomponen-

komponen fsuatu finteraksi f(mutlak) fyang fhasil finteraksinya fadalah fsuatu fviktimisasi 

fkriminal fatau fkriminalistik.
36

 

 

B. Tinjauan fUmum fTentang fKorban 

1. Pengertian fKorban 

Korban fsuatu ftindak fkejahatan ftidak fselalu fberupa findividu fatau forang fperorangan, 

ftetapi fbisa fjuga fberupa fkelompok forang, fmasyarakat, fatau fjuga fbadan fhukum, 

fbahkan fdalam fkejahataan ftertentu, fbisa fjuga fkorban fberupa fekosistem, fhewan fatau 

ftumbuhan. fBerbagai fpengertian fkorban fbanyak fdikemukakan fbaik foleh fpara fahli, 

fkonvensi-konvensi finternasional fmaupun fdalam fperaturan fperundang-undangan, 

fbeberapa fpengertian fkorban fadalah fsebagai fberikut f: 

a. Menurut fbeberapa fahli 

1) Menurut fMuladi 

“ fkorban f(victims) fadalah forang-orang fyang fbaik fsecara findividual fmaupun 

fkolektif ftelah fmenderita fkerugian, ftermasuk fkerugian ffisik fatau fmental, 

                                                 
36
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femosional, fekonomi, fatau fgangguan fsubstansial fterhadap fhak-haknya fyang 

ffundamental, fmelalui fperbuatan fatau fkondisi fyang fmelanggar fhukum fdi 

fmasing-masing fnegara, ftermaksud fpenyalahgunaan fkekuasaan. f“ 

 

2) Menurut fArif fGosita 

 

“ fkorban fadalah fmereka fyang fmenderita fjasmaniah fdan frohaniah fsebagai 

fakibat ftindakan forang flain fyang fmencari fpemenuhan fkepentingan fdiri fsendiri 

fatau forang flain fyang fbertentangan fdengan fhak fasasi fpihak fyang fdirugikan f“. 

 

3) Menurut fRaplh fde fSola 

 

“ fvictim fis fa fperson fwho fhas finjured fmental for fphysical fsuffering, floss fof 

fproperty for fdeath fresulting ffrom fan factual for fattemted fcriminal foffense 

fcommitted fby fanother f(korban fadalah forang fyang fmengalami fpenderitaan 

fmental fatau ffisik, fkehilangan fharta fbenda fatau fmengakibatkan fkematian 

fkarena fsuatu ftindak fpidana fatau fpercobaan ftindak fpidana fyang fdilakukan foleh 

forang flain) f“. 

 

b. Menurut fUndang-Undang f 

1) Undang- fUndang fNomor f31 fTahun f2014 ftentang fPerubahan fAtas fUndang-

Undang fNomor f13 fTahun f2006 ftentang fPerlindungan fSaksi fdan fKorban f 

 

“korban fadalah forang fyang fmengalami fpenderitaan ffisik, fmental, fdan/atau 

fkerugian fekonomi fyang fdiakibatkan foleh fsuatu ftindak fpidana”. 

 

2) Peraturan fPemerintah fNomor f2 fTahun f2002 ftentang fTata fCara fPerlindungan 

fTerhadap fKorban fdan fSaksi-Saksi fdalam fPelanggaran fHAM fyang fberat 

 

“orang fperseorangan fatau fkelompok fyang fmengalami fpenderitaan fsebagai 

fakibat fpelanggaran fhak fasasi fmanusia fyang fberat fyang fmemerlukan 

fperlindungan ffisik fdan fmental fdari fancaman, fgangguan, fterror fdan fkekerasan 

fpihak fmana fpun f“. 

 

Mengacu fpada fpengertian-pengertian fkorban fdiatas, fdapat fdilihat fbahwa fkorban 

fpada fdasarnya fbukan fhanya forang fperorangan fatau fkelompok fsaja ftetapi flebih fluas 

flagi ftermasuk fdidalamnya fkeluarga fdekat fdan forang-orang fyang fmengalami 

fkerugian fketika fmembantu fkorban fmengatasi fpenderitaannya. fKonsepsi fkorban 

fTindak fPidana fterumuskan fjuga fdalam fDeclaration fof fBasic fPrinciples fof fJustice 

ffor fVictims fof fCrime fand fAbuse fof fPower, fyaitu f: 
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1. Korban fTindak fPidana f(Victim fof fCrime) fmeliputi f: 

 

a. Korban fLangsung f(Direct fVictims) 

Yaitu fkorban fyang flangsung fmengalami fdan fmerasakan fpenderitaan fdengan 

fadanya ftindak fpidana fdengan fkarakteristik fsebagai fberikut f: 

1) Korban fadalah forang fbaik fsecara findividu fatau fsecara fkolektif. 

2) Menderita fkerugian fmeliputi fluka ffisik, fluka fmental, fpenderitaan 

femosional, fkehilangan fpendapatan, fdan fpenindasan fhak-hak fdasar fmanusia. 

3) Disebabkan fadanya fperbuatan fatau fkelalaian fyang fterumuskan fdalam fhukum 

fpidana. 

4) Atau fdisebabkan foleh fadanya fpenyalahgunaan fkekuasaan. 

b. Korban fTidak fLangsung f(Indirect fVictims) 

 

Yaitu ftimbulnya fkorban fakibat fdari fturut fcampurnya fseseorang fdalam 

fmembantu fkorban flangsung f(direct fvictims) fatau fturut fmelakukan fpencegahan 

ftimbulnya fkorban, ftetapi fdia fsendiri fmenjadi fkorban ftindak fpidana fatau fmereka 

fmenggantungkan fhidupnya fkepada fkorban flangsung fseperti fistri, fatau fsuami, 

fanak-anak, fdan fkeluarga fterdekat. 

2. Korban fKekerasan f(Victims fof fAbuse fof fPower) 

Korban fadalah forang fyang fsecara findividual fatau fkolektif fmenderita fkerugian, 

ftermasuk fluka ffisik fatau fmental, fpenderitaan femosional, fkehilangan fekonomi, fatau 

fpelanggaran fterhadap fpokok-pokok fhak fdasar fmereka fmelalui fperbuatan-perbuatan 

fatau fkelalaian fyang fbelum fmerupakan fpelanggaran fundang-undang fpidana 

fNasional ftetapi fnorma-norma fdiakui fsecara fInternasional fyang fberhubungan fdengan 

fhak-hak f fasasi fmanusia. 
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3. Ciri-Ciri fKorban f(The fCaracteristic fof fVictim) 

Dilihat fdari fperanan fkorban fdalam fterjadinya ftindak fpidana, fStephen fSchafer 

fmengatakan fpada fprinsipnya fterdapat f4 f(empat) ftipe fatau fciri-ciri fkorban f: 

a. Orang fyang ftidak fmempunyai fkesalahan fapa-apa, ftetapi ftetap fmenjadi fkorban. 

fUntuk ftipe fini, fkesalahan fada fpada fpelaku. 

b. Korban fsecara fsadar fatau ftidak fsadar ftelah fmelakukan fsesuatu fyang 

fmerangsang forang flain funtuk fmelakukan fkejahatan. fUntuk ftipe fini, fkorban 

fdinyatakan fturut fmempunyai fandil fdalam fterjadinya fkejahatan fsehingga 

fkesalahan fterletak fpada fpelaku fdan fkorban. 

c. Mereka fyang fsecara fbiologis fdan fsosial fpotensial fmenjadi fkorban. fAnak- 

fanak, forang ftua, forang fyang fcacat ffisik fatau fmental, forang fmiskin, 

fgolongan fminoritas, fdan fsebagainya fmerupakan forang-orang fyang fmudah 

fmenjadi fkorban. fkorban fdalam fhal fini ftidak fdapat fdisalahkan ftetapi 

fmasyarakatlah fyang fharus fbertanggung fjawab. 

d. Korban fkarena fia fsendiri fmerupakan fpelaku, finilah fyang fdikatakan fsebagai 

fkejahatan ftanpa fkorban. fPelacuran, fperjudian, fzina, fmerupakan fbeberapa 

fkejahatan fyang ftergolong fkejahatan ftanpa fkorban. fPihak fyang fbersalah fadalah 

fkorban fkarena fia fjuga fsebagai fpelaku. 

 

4. Lingkup fKorban f(The fScope fof fVictim) 

Korban fkejahatan fpada fawalnya ftentu fkorban forang fper fseorangan fatau findividu. 

fPandangan fseperti fini ftidak fsalah, fkarena funtuk fkejahatan fyang flazim fterjadi fdi 

fmasyarakat fmemang fdemikian. fMisalnya fpembunuhan, fpenganiayaan, fperkosaan, 

fpencurian, fdan fsebagainya. fPada ftahap fperkembangannya fkorban fkejahatan fbukan 
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fsaja forang fperorangan, ftetapi fmeluas fdan fkompleks. fPersepsinya ftidak fhanya 

fbanyaknya fjumlah fkorban f(orang), fnamun fjuga fkorporasi, finstitusi, fpemerintah, 

fbangsa, fdan fnegara. fHal fini fjuga fdinyatakan fbahwa fkorban fdapat fberarti findividu 

fatau fkelompok fbaik fswasta fmaupun fpemerintah. fDikutip fdari fbuku fviktimologi 

fberanggapan fbahwa fperanan fkorban fdalam fmenimbulkan fkejahatan fadalah f: 

a. Tindakan fkejahatan fmemang fdikehendaki foleh fsi fkorban funtuk fterjadi 

b. Kerugian fakibat ftindak fkejahatan fmungkin fdijadikan fsi fkorban 

funtuk fmemperoleh fkeuntungan fyang flebih fbesar 

c. Akibat fyang fmerugikan fsi fkorban fmungkin fmerupakan fkerja fsama fantara 

fsi fpelaku fdengan fsi fkorban 

d. Kerugian f akibat f tindak f kejahatan f sebenarnya f tidak f terjadi f bila f tidak 

f ada fprovokasi fsi fkorban.
37

 

Selanjutnya fhubungan fkorban fdengan fpelaku fdapat fdilihat fdari ftingkat 

fkesalahannya. fMenurut fB. fMendelson, fberdasarkan fderajat fkesalahannya fkorban 

fdibedakan fmenjadi f5 f(lima) fmacam, fyaitu f: 

a. Yang fsama fsekali ftidak fbersalah 

b. Yang fjadi fkorban fkarena fkelalaian 

c. Yang fsama fsalahnya fdengan fpelaku 

d. Yang flebih fbersalah fdari fpelaku 

e. Yang fkorban fadalah fsatu-satunya fyang fbersalah. 

Beberapa fmanfaat flain fdari fstudi fmengenai fkorban fantara flain fadalah fdengan 

fviktimologi fakan fdapat fdiketahui fsiapa fkorban, fhal-hal fyang fdapat fmenimbulkan 
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fkorban, fviktimisasi, fdan fproses fviktimisasi. fViktimologi fmemberikan 

fsumbangan fpemikiran ftentang fkorban fakibat ftindakan fmanusia fyang ftelah 

fmenimbulkan fpenderitaan ffisik, fmental, fdan fsosial f: 

a. Melalui fstudi fviktimologi fakan fmemberikan fpemahaman fkepada fsetiap 

findividu fmengenai fhak fdan fkewajibannya fdalam fmengantisipasi fberbagai 

fbahaya fyang fmengancamnya. 

b. Viktimologi fmemberikan fsumbangan fpemikiran fmengenai fmasalah 

fviktimisasi ftidak flangsung, fdampak fsosial fpolusi findustri, fviktimisasi 

fekonomi, fpolitik, fdan fpenyalahgunaan fkewenangan. 

c. Viktimologi fmemberikan fdasar fpemikiran fdalam fpenyelesaian fviktimisasi 

fkriminal fatau ffaktor fvictimogen fdalam fsistem fperadilan fpidana.
38

 

 

2. Tipologi fKorban 

Perkembangan filmu fviktimologi fselain fmempelajari funtuk flebih fmemperhatikan 

fposisi fkorban, fviktimologi fjuga fmempelajari fdan fmemilah-milah fjenis fkorban 

fantara flain fsebagai fberikut f: 

a. Tipologi fKorban fmenurut fKeadaan fdan fStatus fKorban 

1) Unrelated fvictims, fyaitu fkorban fyang ftidak fada fhubungannya fsama fsekali 

fdengan fpelaku; 

2) Provocative fvictims, fyaitu fseseorang fyang fsecara faktif fmendorong fdirinya 

fmenjadi fkorban; 

3) Participating fvictims, fyaitu fseseorang fyang ftidak fberbuat fakan ftetapi fdengan 

fsikapnya fjustru fmendorong fdirinya fmenjadi fkorban; 

                                                 
38

 I Gusti Ngurah Perwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya 

Kejahatan, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 5. 



26 

 

4) Biologically fweak fvictims, fyaitu fmereka fyang fsecara ffisik fmemiliki 

fkelemahan fyang fmenyebabkan fia fmenjadi fkorban; 

5) Socially fweak fvictims, fyaitu fmereka fyang fmemiliki fkedudukan fsosial flemah 

fyang fmenyebabkan fia fmenjadi fkorban; 

6) Self fvictimizing fvictims, fyaitu fmereka fyang fmenjadi fkorban fkarena fkejahatan 

fyang fdilakukannya fsendiri. 

b. Pengelompokan fKorban fmenurut fSellin fdan fWolfgang 

1) Primary fvictimization, fyaitu fkorban fberupa findividu fatau fperorangan; 

2) Secondary fvictimization, fyaitu fkorban fkelompok; 

3) Tertiary fvictimization, fyaitu fkorban fmasyarakat fluas; 

4) No fvictimization, fyaitu fkorban fyang ftidak fdapat fdiketahui. 

c. Dilihat fdari fperanan fkorban fdalam fterjadinya ftindak fpidana 

1) Orang fyang ftidak fmemiliki fkesalahan fapa-apa ftetapi fmenjadi fkorban, fpada 

ftipe fini fkesalahan fterletak fpada fpelaku; 

2) Korban fyang fsadar fatau ftidak fsadar fmemancing forang flain funtuk fmelakukan 

fkejahatan, fpada ftipe fini fkesalahan fterletak fpada fpelaku fdan fkorban; 

3) Mereka fyang fsecara fbiologis fdan fsosial fpotensial fmenjadi fkorban, fseperti 

fanak-anak, forang fcacat ffisik fdan fmental, fgolongan fminoritas. fKorban fdalam 

fhal fini ftidak fdapat fdisalahkan, ftetapi fmasyarakatlah fyang fharus fbertanggung 

fjawab; 

4) Korban fkarena fdirinya fsendiri fmerupakan fpelaku, fini fyang fdinamakan 

fkejahatan ftanpa fkorban. fDalam ftipe fini fpihak fyang fbersalah fadalah fkorban, 

fkarena fjuga fsebagai fpelaku. F 
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3. Hak fdan fKewajiban fKorban 

Merujuk fpada fUndang-Undang fNomor f31 fTahun f2014 ftentang fPerubahan fAtas 

fUndang-Undang fNomor f13 fTahun f2006 ftentang fPerlindungan fSaksi fdan fKorban, 

ftelah fdiatur fhak-hak fapa fsaja fyang fdimiliki foleh fkorban. fHak-hak f tersebut 

fmeliputi: 

a. Mendapat fperlindungan fatas fkeamanan fpribadi fkeluarga fdan fharta fbenda, 

fserta fbebas fdari fancaman fberkaitan fdengan fkesaksian fyang fakan, fsedang fatau 

ftelah f diberikan; 

b. Ikut fserta fdalam fproses fmemilih fdan fmenentukan fbentuk fperlindungan fdan 

fkeamanan; 

c. Memberikan fketerangan ftanpa ftekanan; 

d. Mendapat fpenterjemah; 

e. Bebas fdari fpertanyaan fyang fmenjerat; 

f. Mendapat finformasi ftentang fperkembangan fkasus fdan fputusan f fpengadilan; 

g. Mengetahui fjika fterpidana fdibebaskan; 

h. Mendapat fidentitas f dan ftempat ftinggal f baru; 

i. Mendapat fpenggantian fbiaya ftransportasi; 

j. Mendapat f nasehat f hukum fdan fmemperoleh fbiaya f hidup f sementara 

fsampai fbatas fperlindungan f berakhir; 

k. Berhak fatas fbantuan f medis f dan frehabilitasi f psikososial; 

l. Hak fatas fkompensansi; 

m. Hak fatas frestitusi fatau fganti fkerugian fyang fmenjadi ftanggung fjawab fpelaku 

f ftindak f pidana. 
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Selain fhak, fkorban fjuga fmempunyai fkewajiban. fAdapun fkewajiban fkorban 

fadalah fmeliputi f hal-hal f sebagai fberikut:
39 

a. Tidak fmelakukan fperbuatan fmain fhakim fsendiri/balas fdendam 

fterhadap fpelaku; 

b. Berpartisipasi fdengan fmasyarakat fmencegah fkemungkinan fterjadinya ftindak 

f pidana f yang fsama fagar ftidak fada fkorban flagi; 

c. Mencegah fkehancuran fsi fpelaku fbaik foleh fdiri fsendri fmaupun forang flain; 

d. Ikut fserta fmembina fsi fpelaku; 

e. Bersedia fdibina fatau fmembina f diri fsendiri funtuk ftidak fmenjadi fkorban flagi; 

f. Tidak fmenuntut f kompensasi fyang ftidak fsesuai fdengan fkemampuan fpelaku; 

g. Memberi fkesempatan fkepada fpelaku funtuk fmemberikan fkompensansi fpada 

f fkorban fsesuai f dengan f kemampuannya; 

h. Bersedia fmenjadi f saksi f atas fsuatu f kejahatan f yang f menimpa 

fdirinya, fsepanjang f tidak fmembahayakan f bagi fkorban fdan fkeluarganya; 

i. Berkewajiban f membantu f semua f pihak f yang f berkepentingan f dalam f upaya 

f fpenanggulangan f kejahatan. 

4. Teori fPeranan fKorban 

Korban fdapat fmempunyai fperanan fdalam fterjadinya fsuatu ftindak fpidana, fbaik 

fdalam fkeadaan fsadar fataupun ftidak fsadar, fsecara flangsung fataupun ftidak flangsung. 

fPeran fyang fdimaksud fadalah fsebagai fsikap fdan fkeadaan fdiri fseseorang fyang fakan 

fmenjadi fcalon fkorban fataupun fsikap fdan fkeadaan fyang fdapat fmemicu fseseorang 
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funtuk fberbuat fkejahatan. fPermasalahan fkemudian, fmuncul fpertanyaan, fmengapa 

fkorban fyang fnyata-nyatanya fmenderita fkerugian fbaik fsecara ffisik, fmental fmaupun 

fsosilal, fjustru fdianggap fsebagai fpihak fyang fturut fberperan fdan fmemicu fterjadinya 

fkejahatan, fbahkan fterkadang fkorban fpun fdituntut funtuk fturut fmemikul 

ftanggungjawab fatas fperbuatan fyang fdilakukan foleh fpelaku fkejahatan.
40

 

 

Mengamati fmasalah fkejahatan fmenurut fproporsi fyang fsebenarnya fdapat fdilihat fdari 

fberbagai fdimensi f(secara fdimensional) fmaka fmau ftidak fmau fkita fharus 

fmempertimbangkan fperanan fkorban f(victim) fdalam ftimbulnya fsuatu fkejahatan. 

fDalam fkenyataan, ftidak fmudah fmembedakan fsetiap fperanan fyang fdimainkan foleh 

fkorban, fkarena fkorban fsebagai fpartisipan futama fdalam fmemainkan fberbagai 

fmacam fperanan fyang fdibatasi fsituasi fdan fkondisi ftertentu. fPihak fkorban fdapat 

fberperan fdalam fkeadaan fsadar fatau ftidak, fsecara flangsung fatau ftidak flangsung, 

fsendiri fatau fbersama-sama, fbertanggungjawab fatau ftidak, fsecara fpasif fatau faktif, 

fdengan fmotivasi fpositif fatau fnegatif. fSemuanya fbergantung fpada fsituasi fdan 

fkondisi fpada fsaat fkejadian ftersebut fberlangsung.
41

 

 

Pihak fkorban fdalam fsituasi fdan fkondisi ftertentu fdapat fpula fmenggundang fpihak 

fpelaku funtuk fmelakukan fkejahatan fpada fdirinya fakibat fsikap fdan ftindakannya. 

fDalam fhal fini fantara fpihak fkorban fdan fpelaku ftidak fada fhubungan fsebelumnya 

f(tidak fperlu). fMisalnya fkorban fbersikap fdan fbertindak flalai fterhadap fharta fmiliknya 

fsehingga fmemberikan fkesempatan fkepada forang flain funtuk fmengambilnya ftanpa 

fizin. fBisa fjuga fkarena fsikap fdan ftingkah flaku fkorban, fsehingga fmenimbulkan 

fkebencian, fkemuakan fdan ftindakan fyang fmerugikan fpihak fkorban. fDapat fpula 

                                                 
40

 Rena Yulia, 2010, Viktimoligi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 

Yogyakarta., hlm. 75. 
41

 Ibid., hlm. 76. 



30 

 

fkarena fpihak fkorban fberada fdi fdaerah frawan fatau fbertugas fdi fbidang fkeamanan. 

fPihak fkorban fmemungkinkan, fmemudahkan fdirinya funtuk fmenjadi fsasaran 

fperbuatan fkejahatan.
42

 

Henting fberanggapan fbahwa fperanan fkorban fdalam fmenimbulkan fkejahatan 

fadalah: 

1. Tindakan fkejahatan fmemang fdikehendaki foleh fsi fkorban funtuk fterjadi. f 

2. Kerugian fakibat ftindak fkejahatan fmungkin fdijadikan fsi fkorban funtuk 

fmemperoleh fkeuntungan fyang flebih fbesar. f 

3. Akibat fyang fmerugikan fsi fkorban fmungkin fmerupakan fkerjasama fantara fsi 

fpelaku fdan fsi fkorban. f 

4. Kerugian fakibat ftindak fkejahatan fsebenarnya ftidak fterjadi fbila ftidak fada 

fprovokasi fdari fsi fkorban. f 

 

Peranan fkorban fkejahatan fantara flain fberkenaan fdengan fhal-hal fsebagai fberikut: 

1. Apa fyang fdilakukan fpihak fkorban 

2. Bilamana fdilakukan fsesuatu 

3. Dimana fhal ftersebut fdilakukan. 

 

C. Pengertian fdan fDasar fHukum fAnak 

1. Pengertian fAnak 

Secara fumum fyang fdimaksud fdengan fanak fadalah fketurunan fatau fgenerasi fpenerus 

fsuatu fhasil fhubungan fkelamin fatau fpersetubuhan fantara fseorang flaki-laki fdengan 

fseorang fperempuan fbaik fdalam fikatan fperkawinan fmaupun fdi fluar fikatan 
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fperkawinan.
43

 fBerikut fini fmerupakan fpengertian fanak fmenurut fbeberapa 

fperundang-undangan fyang fberlaku fdi fIndonesia fantara flain: f 

a. Undang f– fUndang fNomor f11 fTahun f2012 fTentang fSistem fPeradilan fAnak, 

fmenyebutkan fAnak fadalah fyang ftelah fberumur f12 f(dua fbelas) ftahun fdan 

fbelum fberumur f18 f(delapan fbelas) ftahun. f 

b. Undang f– fUndang fNomor f39 fTahun f1999 fTentang fHak fAsasi fManusia, 

fmenyebutkan fAnak fadalah fsetiap fmanusia fyang fberusia fdi fbawah f18 f(delapan 

fbelas) ftahun fdan fbelum fmenikah, ftermasuk fanak fyang fmasih fdi fdalam 

fkandungan fapabila fhal ftersebut fadalah fdemi fkepentingannya. f 

c. Undang f– fUndang fNomor f35 fTahun f2014 fTentang fPerubahan fAtas fUndang f– 

fUndang fNomor f23 fTahun f2002 fTentang fPerlindungan fAnak, fmenyebutkan 

fAnak fadalah fseseorang fyang fbelum fberusia f18 f(delapan fbelas) ftahun, 

ftermasuk fanak fyang fmasih fdalam fkandungan. 

d. Kitab fUndang f– fUndang fHukum fPerdata f(KUHPerdata), fpasal f330 fayat f(1) 

fmenyebutkan forang fbelum fdewasa fadalh fmereka fyang fbelum fmencapai fumur 

fgenap f21 f(dua fpuluh fsatu) ftahun fdan ftidak flebih fdahulu fkawin. 

e. Hukum fIslam, fanak fdisebut forang fyang fbelum fbaliq fatau fbelum fberakal 

fdimana fmereka fdianggap fbelum fcakap funtuk fberbuat fatau fbertidak. 

fSeseorang fyang fdikatakan fbaliq fatau fdewasa fapabila ftelah fmemenuhi fsatu 

fdari fsifat fdi fbawah fini: 

a. Telah fberumur f15 ftahun; 

b. Telah fkeluar fair fmani fbagi flaki-laki; 

c. Telah fdatang fhaid fbagi fperempuan. 

 

 

Anak fmerupakan fsuatu fkelompok frentan fyang fhaknya fmasih fsering fterabaikan. 

fOleh fkarena fitu, fsaat fini fhak-hak fanak fmenjadi fprioritas futama fdalam fpenentuan 

fsuatu ftindak fpidana. fMenurut fhukum, fanak fyang fmenjadi fkorban ftindak fpidana 

fadalah fanak fyang fbelum fberumur f18 ftahun fdan fmengalami fpenderitaan ffisik, fmental, 

fdan/atau fkerugian fekonomi fyang fdisebabkan foleh ftindak fpidana f(Pasal f1 fangka f4 

fUndang-Undang fSistem fPeradilan fPidana fAnak/UU fSPPA). 

 

2. Perlindungan fHukum fTerhadap fAnak 

Anak fsebagai fkorban fjuga fharus fmendapatkan fperlindungan fhukum. fPerlindungan 

fanak fharus fdiprioritaskan, fkarena f: 
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a. Anak fmempunyai fsuatu fsifat fdan fciri fkhusus; 

b. Anak fadalah fsebagai fpotensi ftumbuh fkembang fbangsa fdimasa fdepan; 

c. Anak ftidak fdapat fmelindungi fdirinya fsendiri fdari fperlakuan fsalah fdari 

forang flain; 

d. Anak fmerupakan fsumber fpotensi fdan fgenerasi fmuda fpenerus fperjuangan fcita-

cita fbangsa fdimasa fyang fakan fdatang fnantinya, foleh fkarena fitu fanak fharus 

fdilindungi fdari fperbuatan fburuk fyang fmenimpanya. 

Perlindungan fanak fbertujuan funtuk fmenjamin fterpenuhinya fhak-hak fanak fagar 

fdapat fhidup, ftumbuh, fberkembang fdan fberpartisipasi fsecara foptimal, fsesuai fdengan 

fharkat fdan fmartabat fkemanusiaan, fserta fmendapat fperlindungan fdari fkekerasan fdan 

fdiskriminasi, fdemi fterwujudnya fgenerasi fbangsa fyang fberkualitas, fberakhlak fmulia 

fdan fsejahtera. fPerlindungan fanak fdapat fdibedakan fmenjadi fdua fbagian, fyaitu f: 

1.) Perlindungan fanak fyang fbersifat fyuridis fyang fmeliputi fperlindungan fdalam 

fbidang fhukum fpublik fdan fdalam fbidang fhukum fkeperdataan.; 

2.) Perlindungan fanak fyang fbersifat fnon fyuridis fmeliputi fperlindungan fdalam 

fbidang fsosial, fkesehatan fdan fpendidikan.
44

 

Prinsip-prinsip fPerlindungan fAnak fantara flain fadalah f: 

a. Anak ftidak fdapat fberjuang fsendiri fAnak fadalah fmodal futama fkelangsungan 

fhidup fmanusia, fbangsa, fdan fkeluarga, funtuk fitu fhak-haknya fharus fdilindungi. f 

b. Kepentingan fterbaik fanak f(the fbest finterest fof fthe fchild) fKepentingan fterbaik 

fanak fharus fdipandang fsebagai fmemperoleh fprioritas ftinggi f(of fparamount 

fimportece) fdalam fsetiap fkeputusan fyang fmenyangkut fanak. fPrinsip fini 
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fdigunakan fkarena fdalam fhal fanak f“korban” fdisebabkan fketidaktahuan 

f(ignorance) fkarena fusia fperkembanganya. f 

c. Ancangan fdaur fkehidupan fPerlindungan fanak fmengacu fpada fpemahaman 

fbahwa fperlindungan fharus fdimulai fsejak fdini fdan fterus fmenerus. f 

d. Lintas fsektoral fnasib fanak ftergantung fdari fberbagai ffaktor fmakro fmaupun 

fmikro fyang flangsung fmaupun ftidak flangsung fkarena fperlindungan fterhadap 

fanak fadalah fperjuangan fyang fmembutuhkan fsumbangan fsemua forang fdi 

fsemua ftingkatan. 

Pasal f1 fangka f8 fdisebutkan fbahwa f: f“Perlindungan fadalah fsegala fupaya fpemenuhan 

f fhak fdan fpemberian fbantuan funtuk fmemberikan frasa faman fkepada fsaksi fdan/atau 

fkorban fyang fwajib fdilaksanakan foleh fLembaga fPerlindungan fSaksi fdan fKorban 

fatau flembaga flainnya fsesuai fdengan fketentuan fUndang-Undang fini”. fSedangkan, 

fperlindungan fhukum fadalah fbentuk fmemberikan fsuatu fpengayoman fkepada fhak 

fasasi fmanusia fyang fdirugikan forang flain fdan fperlindungan ftersebut fdiberikan 

fkepada fmasyarakat fagar fmereka fdapat fmenikmati fsemua fhak-hak fyang fdiberikan 

foleh fhukum fatau fdengan fkata flain fperlindungan fhukum fadalah fberbagai fupaya 

fhukum fyang fharus fdiberikan foleh faparat fpenegak fhukum funtuk fmemberikan frasa 

faman, fbaik fsecara fpikiran fmaupun ffisik fdari fgangguan fdan fberbagai fmacam 

fancaman fdari fpihak fmanapun.
45

 

Hukum fNasional, fperlindungan fanak ftelah fmemperoleh fdasar fpijakan fyuridis 

fdiantaranya fUndang-Undang fDasar f1945 fsebagai flandasan fkonstitusional fserta 

fUU fNo. f35 fTahun f2014 ftentang fPerlindungan fAnak fyang fmengubah fUU fNo. f23 

fTahun f f2002 ftentang fperlindungan fAnak. fPasal f28 fB fAyat f(2) fUUD f1945 fdengan 
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ftegas fmenyebutkan f: f“Setiap fanak fberhak fatas fkelangsungan fhidup, ftumbuh, fdan 

fberkembang fserta fberhak fatas fperlindungan fdari fkekerasan fdan fdiskriminasi”, 

fsedangkan fUU fNo. f35 fTahun f2014 ftentang fPerlindungan fAnak fmemberikan 

fpengaturan fyang fjelas fdan fkomprehensif ftentang fperlindungan fanak fyang fpada 

fpokoknya fbertujuan funtuk fmemberikan fjaminan fdan fmelindungi fanak fdan fhak- 

fhaknya fagar fdapat fhidup, ftumbuh, fberkembang, fdan fberpartisipasi fsecara foptimal 

fsesuai fdengan fharkat fdan fmartabat fkemanusiaaan, fserta fmemeproleh fperlindungan 

fdari fkekerasan fdan fdiskriminasi. 

Perlindungan fbagi fkorban fkejahatan, fsecara fteoritik fterdapat fdua fmodel fpengaturan 

f fyaitu f: f 

1) Model fhak-hak fprosedural, fKorban fdiberi fhak funtuk fmemainkan fperanan 

faktif fdalam fproses fpenyelesaian fperkara fpidana, fseperti fhak funtuk 

fmengadakan ftuntutan fpidana, fmembantu fjaksa fatau fhak funtuk fdidengarkan 

fpada fsetiap ftingkatan fpemeriksaan fperkara fdi fmana fkepentingannya fterkait 

fdidalamnya ftermasuk fhak funtuk fdiminta fkonsultasi fsebelum fdiberikan 

fpelepasan fbersyarat, fjuga fhak funtuk fmengadakan fperdamaian. 

2) Model fpelayanan, fStandar-standar fbaku fbagi fpembinaan fkorban 

fkejahatan, fyang fdapat fdigunakan foleh fpolisi fmisalnya fpedoman fdalam frangka 

fmodifikasi fkepada fkorban fdan fatau fjaksa fdalam frangka fpenanganan 

fperkaranya, fpemberian fkompensasi fsebagai fsanksi fpidana fyang fbersifat 

frestitutif fdan fdampak fpernyataan-pernyataan fkorban fsebelum fpidana 

fdijatuhkan. fKorban fdipandang fsebagai fsasaran fkhusus fyang fharus fdilayani 

fdalam fkegiatan fpenegakan fhukum fatau fpenyelesaian fperkara fpidana. 

fPerlindungan fterhadap fhak-hak fkorban funtuk fmendapat fganti fkerugian 
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fdari fterpidana fmenurut fKUHP fdapat fterpenuhi fapabila fhakim fmenjatuhkan 

fpidana fbersyarat fsebagaimana fPasal f14 fA fKUHP. 

 

D. Pengertian fTindak fPidana fPencabulan 

Berdasarkan fPasal f289 fKUHP fyang fdimaksud fdengan fpencabulan fadalah fBarang 

fsiapa fdengan fkekerasan fatau fancaman fkekerasan fmemaksa fseseorang fmelakukan 

fatau fmembiarkan fdilakukan fpada fdirinya fperbuatan fcabul, fdihukum fkarena 

fmerusakkan fkesopanan fdengan fhukuman fpenjara fselama-lamanya fsembilan ftahun. 

fDalam filmu fpengetahuan fhukum fpidana, fpara fahli fmembuat fpenafsiran fberbeda 

ftentang fpencabulan. fMenurut fSoetandyo fWignjosoebroto, f“pencabulan fadalah 

fsuatu fusaha fmelampiaskan fnafsu fseksual foleh fseorang flaki-laki fterhadap fseorang 

fperempuan fdengan fcara fmenurut fmoral fdan fatau fhukum fyang fberlaku fmelanggar” 

fdari fpendapat ftersebut, fberarti fpencabulan ftersebut fdi fsatu fpihak fmerupakan fsuatu 

ftindakan fatau fperbuatan fseorang flaki-laki fyang fmelampiaskan fnafsu fseksualnya 

foleh fseorang flaki-laki fterhadap fseorang fperempuan fyang fdimana fperbuatan ftersebut 

ftidak fbemoral fdan fdilarang fmenurut fhukum fyang fberlaku. fR. fSughandhi fdalam 

fasumsi fmengatakan ftentang fpercabulan fialah: 

”Seorang fpria fyang fmemaksa fpada fseorang fwanita fbukan fistrinya funtuk 

fpersetubuhan fdengan fnya fdengan fancaman fkekerasan, fyang fmana fdiharuskan 

fkemaluan fpria ftelah fmasuk fkedalam flubang fseorang fwanita fyang fkemudian 

fmengeluarkan fair fmani.”
46

 

 

Pengertian fpencabulan ftertuang fpada fPasal f289 fKUHP fyang fmenyatakan fsebagai 

fberikut: f„‟Barang fsiapa fdengan fkekerasan fatau fancaman fKekerasan fatau fancaman 
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fkekerasan fmemaksa fseseorang fmelakukan fatau fmembiarkan fdilakukan fpada 

fdirinya fperbuatan fcabul, fdihukum fkarena fmerusakkan fkesopanan fdengan fhukuman 

fpenjara fselama-lamanya fSembilan ftahun. f 

Dalam fpasal ftersebut fdapat fditarik fkesimpulan fantara flain f: 

a. Korban fpencabulan ftidak fharus fseorang fwanita, ftanpa fkualifikasi fumur fyang 

fsignifikan. fSeharusnya fwanita fdapat fdibedakan fyang fantara flain fsebagai 

fberikut:
47

 

1) Wanita fbelum fdewasa fyang fmasih fperawan 

2) Wanita fdewasa fyang fmasih fperawan 

3) Wanita fyang fsudah ftidak fperawan flagi 

4) Wanita fyang fbelum fbersuami. 

b. Korban fmengalami fpemaksaan fpencabulan fberupa fkekerasan fatau fancaman 

fkekerasan. fIni fberarti ftidak fada fpersetujuan fdari fpihak fkorban fmengenai fniat fdan 

fperlakuan fpelaku. 

 

Undang-Undang fNo. f23 fTahun f2002 ftentang fPerlindungan fAnak fyang ftelah fdiubah 

fmenjadi fUndang-Undang fNomor f35 fTahun f2014. fPada fPasal f1 fayat f(1) fanak fadalah 

fseseorang fyang fbelum fberumur f18 f(delapan fbelas) ftahun, ftermasuk fanak fyang 

fmasih fdalam fkandungan. fBerarti fkategori fdikatakan fusia fseorang fanak fmenurut 

fpasal fini fadalah fbelum fberusia fdelapan fbelas ftahun. 

 

E. Faktor fPenghambat fPenegakan fHukum f 

Soerjono fSoekamto fmemaparkan fterdapat flima ffaktor fpenting fdalam fpenegakan 

fhukum, fyaitu:
48
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1. Faktor faturan fhukum fdan fperaturan fperundang-undangan 

Tidak fada fkendala fpada ffaktor faturan fhukum fdalam fperlindungan fhukum fbagi 

fanak fsebagai fkorban ftindak fpidana fpencabulan, fkarena faturan fhukum fyang 

fdiberikan fkepada fanak fselaku fkorban fsudah fdiatur fsecara fkhusus fdi fdalam 

fUndang-undang fNomor f35 fTahun f2014 fperubahan fatas fUndang-undang 

fNomor f23 fTahun f2002 ftentang fPerlindungan fAnak. fUndang-undang fNomor f35 

fTahun f2014 ftentang fPerlindungan fAnak fsudah fmemberikan faturan-aturan 

fyang fkhusus funtuk fmemberikan fperlindungan fkepada fanak fsebagain fkorban 

ftindak fpidana fpencabulan. 

2. Faktor faparat fpenegak fhukum 

Masih fmenjadi fkendala fyaitu fdapat fdilihat fdari fcara faparat fpenegak fhukum 

fmemberikan fsanksi fpidana fkepada fpelaku fyang faturan fbaru fseharusnya fpaling 

fsingkat f5 f(lima) ftahun fterdapat fdi fdalam fPasal f82 f(UU fNomor f35 fTahun f2014 

ftentang fPerlindungan fAnak), fnamun fseringkali faparat fpenegak fhukum 

fmemberikan fsanksi fpidananya fhanya f3 f(tiga) ftahun fyang fterdapat fdalam fPasal 

f82 f(UU fNomor f23 fTahun f2002 ftentang fPerlindungan fAnak). fDengan fhal 

ftersebut fpenulis fberkesimpulan faparat fpenegak fhukum ftidak fpaham fterkait 

fsudah fditerapkannya fperaturan fyang fbaru fyaitu fUndang- fUndang fNomor f35 

fTahun f2014 fperubahan fatas fUndang-Undang fNomor f23 fTahun f2002 fTentang 

fPerlindungan fAnak. f 

3. Faktor fsarana fatau ffasilitas fyang fmendukung 

Yang fmenjadi fpenghambat fsalah fsatunya fdari fsarana fpelatihan, fyaitu fminimnya 

fsarana fpelatihan fyang fdidapatkan funtuk fmemberikan fpemahaman fkepada 

                                                                                                                                      
48

 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Yogyakarta, 

Gentha Publishing, hlm. 4-5. 



38 

 

fpihak fkepolisian ftentang fpenanganan fpada ftindak fpidana fanak fserta 

fpengetahuan ftentang fhukum. fMinimnya fsarana fpelatihan fmengakibatkan fpihak 

fkepolisian fterlihat fkurang fsiap fdalam fmenangani fkasus fpidana fanak. fSalah fsatu 

fsarana fpelatihan fyang fharus fdiberikan fyaitu fpelatihan fyang fmemuat fbagaimana 

fstrategi fmendekati fkorban funtuk fmengungkapkan fterjadinya ftindak fpidana 

fpencabulan. f 

4. Faktor fmasyarakat 

Faktor fpenghambat fpenegakan fhukum fkarena ftidak fadanya fpartisipasi 

fmasyarakat funtuk fmengawasi fperlindungan fhukum fterhadap fanak fyang 

fmenjadi fkorban ftindak fpidana fpencabulan, fseharusnya fhukum ftersebut fberasal 

fdari fmasyarakat fdan fkembali funtuk fmasyarakat. fSemestinya fmasyarakat fturut 

fmembantu fdalam fmensosialisasikan fperlindungan fhukum fterhadap fanak fyang 

fmenjadi fkorban ftindak fpidana fpencabulan. fMinimnya fkesadaran fmasyarakat 

fakan fhal fperlindungan fhukum fterhadap fanak, fmenjadikan fsalah fsatu ffaktor 

fpenghambat fpenegakan fhukum, fkhususnya fterkait fperlindungan fterhadap 

fkorban ftindak fpidana fpencabulan. 

5. Faktor fbudaya 

Kebudayaan fselalu fberagam fdan fberganti-ganti. fBanyaknya fbudaya fyang 

fcenderung f“negatif” fmengakibatkan fadanya ftindak fpidana fkejahatan, 

fkebudayaan fyang fsering fdilakukan fmasyarakat fyang ftidak fsesuai fdengan 

faturan fhukum fdapat fmenimbulkan fmasalah fbaru. fPada fdasarnya fkebudayaan 

fmemiliki ffungsi fyang fsangat fberpengaruh fdalam fkehidupan fsehari-hari 

fmanusia, fkarena fbudaya fmerupakan fsalah fsatu fdari fkebiasaan fyang fselalu 

fdikembangkan fmasyarakat. f 
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III. METODE fPENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan fMasalah 

Metode fpendekatan fyang fdigunakan fdalam fpenulisan fskripsi fini fguna fmembahas 

fpermasalahan fyang fpenulis fajukan fdalam fpanelitian fini fyaitu fpendekatan fyuridis 

fnormatif fdan fdilengkapi fdengan fpendekatan fpenelitian fsecara fyuridis fempiris 

fsebagai f data f lengkap f guna f memperoleh f suatu f hasil f penelitian f yang f benar 

f dan fobjektif. f 

1. Pendekatan fsecara fyuridis fnormatif fadalah fpendekatan fmasalah fyang fdidasarkan 

fpada fperaturan fperundang-undangan, fteori-teori, fdan fkonsep fyang fberhubungan 

fdengan fpenulisan fpenelitian fini. fPenelitian fini fdilakukan fdengan fmenganalisis, 

fdan fmenelaah fberbagai fperaturan fperundang-undangan fserta fdokumen fyang 

fberhubungan fdengan fmasalah fpenelitian fini. 

2. Pendekatan fsecara fyuridis fempiris fyaitu fpendekatan fyang fdilakukan fdengan 

fmempelajari fkenyataan fyang fada fdi flapangan fguna fmendapatkan fdata fdan 

finformasi fyang fdapat fdipercaya fkebenarannya. fDimana fpendekatan fini 

fdilakukan f dengan f wawancara f langsung f dengan f pihak f yang f mengetahui 

f dan fada fkaitannya fdengan fpermasalahan fyang fdibahas. fdimaksudkan funtuk 

fmemperoleh fkejelasan fdan fpemahaman fdari fpermasalahan fdan fpenelitian 

fberdasarkan frealitas fyang fada. 
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B. Sumber fdan fJenis fData 

Menurut fSoerjono fSoekanto, fdata fadalah fsekumpulan finformasi fyang fdibutuhkan 

fdalam fpelaksanaan fsuatu fpenelitian fyang fberasal fdari fberbagai fsumber, fberdasarkan 

f fsumbernya fdata fterdiri fdari fdata flapangan fdan fdata fkepustakaan.
49

 

Jenis fdata fyang fdigunakan fdalam fpenelitian fini fadalah f: 

1. Data fPrimer 

Data fprimer fadalah fdata fyang fdiperoleh flangsung fdari fnarasumber. fData fprimer 

fini fmerupakan fdata fyang fdiperoleh fdari fstudi flapangan fyaitu fyang fberkaitan 

fdengan fpenelitian fini. fData fprimer fpada fpenelitian fini fdiperoleh fdengan 

fmengadakan fwawancara. 

2. Data fSekunder 

Data fsekunder fadalah fdata ftambahan fyang fdiperoleh fdari fberbagai fsumber 

fhukum fyang fberhubungan fdengan fpenelitian. fData fsekunder fdiartikan fsebagai 

fdata ftidak fmengikat fyang fmendeskripsikan fdata futama, fdata futama fmerupakan 

fhasil fpengolahan fpendapat fatau fgagasan fpara fahli fyang fmengkhususkan fdiri 

fpada fbidang ftertentu fyang fakan fmemberikan farahan fkepada fpenulis. fMakna fdata 

fsekunder fpenulis fadalah fdoktrin fdalam fbuku fdan fjurnal fhukum. 

Data fsekunder fyang fdigunakan fdalam fpenelitian fini fadalah f: 

a. Bahan fhukum fprimer fbersumber fdari f: 

1) Undang-Undang fNomor f1 fTahun f1996 fJo. fUndang-Undang f73 fTahun 

f1958 ftentang fKitab fUndang-Undang fHukum fPidana; 

2) Undang-Undang fNomor f35 fTahun f2014 fperubahan fatas fUndang-Undang 

fNomor f23 fTahun f2002 ftentang fPerlindungan fAnak; 
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3) Undang-Undang fNomor f31 fTahun f2014 fperubahan fatas fUndang-Undang 

fNomor f13 fTahun f2006 ftentang fPerlindungan fSaksi fdan fKorban. 

b. Bahan fhukum fsekunder fmerupakan fbahan fhukum fyang fmendukung fbahan 

fhukum fprimer fyaitu fteori fatau fpendapat fpara fahli fyang ftercantum fdalam 

fberbagai freferensi fatau fliteratur fhukum fserta fdokumen-dokumen fyang 

fberhubungan fdengan fmasalah fpenelitian.bahan fhukum fsekunder, fmerupakan 

fbahan fyang fmemberikan fpenjelasan fmengenai fbahan fhukum fprimer, fseperti 

fhasil-hasil fpenelitian fataupun fpendapat fpara fahli fatau fpakar fhukum. 

c. Bahan fhukum ftersier fmerupakan fbahan-bahan fhukum fyang fmemberikan 

fpenjelasan fbahan fhukum fprimer fdan fbahan fhukum fsekunder fsecara fsignifikan 

fdapat fdijadikan fbahan fanalisa fterhadap fpenerapan fkebijakan fhukum fdi 

flapangan, fseperti f kamus f Besar f Bahasa f Indonesia, f ensiklopedia, f majalah, 

f artikel-artikel fdi finternet fdan fbahan flainnya fyang fsifatnya fseperti fkarya filmiah 

fberkaitan fdengan fmasalah fyang fakan fdibahas. 

C. Penentuan fNarasumber 

Dalam fmelakukan fpenelitian fini fpenulis fmembutuhkan fnarasumber f sebagai 

fsumber finformasi funtuk fmemberikan fpenjelasan fsecara fbenar ftentang fpermasalahan 

fyang fakan fdibahas. fNarasumber fdalam fpenelitian fini fadalah fsebagai fberikut f: 

1. fPenyidik fPolres fTulang fBawang fBarat    = f1 fOrang 

2. fKetua fLembaga fPerlindungan fAnak fTulang fBawang fBarat = f1 fOrang f 

3. fDosen fBagian fHukum fPidana fFakultas fHukum fUnila  = f1 fOrang f+ 

Jumlah f        = f3 fOrang 
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D. Prosedur fPengumpulan fdan fPengolahan fData 

1. Prosedur fPengumpulan fData 

Upaya f mengumpulkan f data f yang f diperlukan f dalam f penulisan f ini, 

f penulis fmenggunakan fprosedur fstudi flapangan fdan fstudi fkepustakaan f: 

a. Studi fKepustakaan 

 

Studi fkepustakaan fdilakukan funtuk fmemperoleh fdata fsekunder. fStudi 

fkepustakaan fdilakukan fdengan fcara fmembaca, fmengutip fhal-hal fyang fdianggap 

f fpenting fdan fperlu fdari fbeberapa fperaturan fperundang-undangan fdan fbahan- 

fbahan ftertulis flainnya fyang fberkaitan fdengan fmateri fpembahasan. 

b. Studi fLapangan 

 

Studi flapangan fdilakukan funtuk fmemperoleh fdata fprimer. fStudi flapangan 

fdilakukan fdengan fcara fmengadakan fwawancara f(interview) fdengan 

fnarasumber. fWawancara fdilakukan fsecara flangsung fdengan fmengadakan ftanya 

fjawab fsecara fterbuka fdan fmendalam funtuk fmendapatkan fketerangan fatau 

fjawaban fyang futuh fsehingga fdata fyang fdiperoleh fsesuai fdengan fyang fdiharapkan. 

fMetode fwawancara fyang fdigunakan fadalah fstandarisasi finterview fdimana fhal-hal 

fyang fakan fdipertanyakan ftelah fdisiapkan fterlebih fdahulu f(wawancara fterbuka). 

fDalam fhal fini, fpenulis fmelakukan fwawancara fdengan fPenyidik fyang fmenangani 

fperkara fyang fditeliti funtuk fmendapatkan fjawaban fatau fmenggali finformasi flebih 

fdalam fmengenai fdata fyang fpeneliti fbutuhkan. 

2. Prosedur fPengolahan fData 

Data fyang fterkumpul fmelalui fkegiatan fpengumpulan fdata fyang fkemudian fdiproses 

f f fmelalui fpengolahan fdan fpeninjauan fdata fdengan fmelakukan f: 
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a. Identifikasi fdata, fyaitu fdata fyang fdiperoleh fdiperiksa funtuk fmengetahui 

fapakah fmasih fterdapat fkekurangan-kekurangan fdan fkesalahan-kesalahan, 

fserta fapakah fdata ftersebut fsesuai fdengan fpermasalahan fyang fakan fdibahas. 

b. Klasifikasi fdata, fyaitu fpengelompokan fdata fyang ftelah fdievaluasi fmenurut 

fbahasanya fmasing-masing fsetelah fdianalisis fagar fsesuai fdengan 

fpermasalahan. 

c. Sistematisasi fdata, fyaitu fmelakukan fpenyusunan fdan fpenempatan fdata fpada 

ftiap f fpokok fbahasan fsistematis fsehingga fmemudahkan fpembahasan. 

 

E. Analisis fData 

Analisis fdata fdilakukan fsecara fkualitatif fyuridis fartinya fmenguraikan fdata fdalam 

fbentuk fkalimat fyang fdisusun fsecara fsistematik fkemudian f diinterprestasikan 

fdengan fmelandaskan fpada fperaturan fundang-undang fyang fberkaitan fdengan 

fpermasalahan fyang fditeliti fsehingga fakan fmendapatkan fgambaran fyang fjelas fdan 

fterkait fdalam fpokok fbahasan fsehingga fakan fdiperoleh fkesimpulan fyang fdiharapkan 

fdapat fmenjawab fpermasalahan fyang fditeliti fdalam fskripsi fini. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan fhasil fpenelitian fdan fpembahasan fyang ftelah fdilakukan fdan 

fdiuraikan fpenulis fpada fbab-bab fsebelumnya, fmaka fdapat fdisimpulkan fAnalisis 

fViktimologi fTindak fPidana fPencabulan fOleh fOknum fGuru fPondok fPesantren 

f(Studi fKasus fdi fPolres fTulang fBawang fBarat) fadalah fterjadinya ftindak fpidana 

ftidak fsemerta-merta fdapat fdilihat fdari fsisi fpelakunya fsaja, fkorban fjuga fmemiliki 

fperanan fdalam fterjadinya fsuatu ftindak fpidana. fPerilaku fkorban fsecara faktif 

fmenjadi ffaktor fpendorong fterjadinya ftindak fpidana fpencabulan, fdalam fhal fini 

fkasus fpencabulan fdengan fkorban fNK fdapat fdikategorikan fsebagai fBiologically 

fweak fvictim fdimana fkorban fNK fmerupakan fseorang fwanita fsekaligus fseorang 

fanak fyang fmemungkinkan fdirinya fmenjadi fkorban fkejahatan fseksual fpelaku, 

fkorban fjuga fdapat fdikategorikan fsebagai fParticipating fvictims fdimana fkorban 

fNK fsecara ftidak fsengaja fmendorong fpelaku funtuk fmelakukan fkejahatan 

fterhadap fdirinya, fdalam fhal fini fkorban fNK fmempersilahkan fpelaku fmasuk fke 

fkamarnya fyang fberdampak fpelaku fmemiliki fpeluang funtuk fmelancarkan fniat 

fjahatnya funtuk fmemenuhi fhasrat fseksualnya fterhadap fkorban. fSelanjutnya 

fkorban fjuga fdapat fdikategorikan fsebagai fProvocative fvictims fkarena fkorban 

fmemiliki fperan faktif fatas fkejahatan fyang fterjadi fterhadap fdirinya fyaitu fkorban 

ftidak fmelapor fkepada fpihak fyang fberwajib. 
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2. Perlindungan fHukum fTerhadap fAnak fKorban fPencabulan fadalah ftidak flepas fdari 

fakibat fyang fdialami fkorban fsetelah fpencabulan fyang fdialaminya. fKorban ftidak 

fsaja fmengalami fpenderitaan fsecara ffisik ftetapi fjuga fpenderitaan fsecara 

fpsikologis. fDalam fhal fini, fkorban fNK ftelah fmendapatkan fperlindungan fhukum 

fsesuai fPasal f64 fAyat f(3) fUndang-Undang fNo.35 fTahun f2014 ftentang 

fPerlindungan fAnak fyaitu fmendapatkan frehabilitasi, fjaminan fkeselamatan, fdan 

faksebilitas funtuk fmendapatkan finformasi fperkembangan fperkara. 

fPendampingan fpsikologisial fterhadap ftrauma fkorban fsampai fmasa fpemulihan 

fdiharapkan fdapat fmenyembuhkan fmental fkorban. fPihak fyang fbertanggung 

fjawab fatas fpelaksanaan fperlindungan fhukum fterhadap fanak fsebagai fkorban 

fdalam fkasus fini fdiantaranya fadalah fpihak fkepolisian, fmasyarakat, fdan flembaga 

fperlindungan fanak. f 

3. Penegakan fhukum ftindak fpidana fpencabulan fyang fdilakukan fPolres fTulang 

fBawang fBarat fsebagai fgarda fterdepan fdalam fpenegakan fhukum fyang fmemiliki 

ftanggung fjawab funtuk fmensinergikan ftugas fdan fwewenang fPolisi fsebagaimana 

fyang ftelah fdiatur fdalam fUndang-Undang fNo.2 fTahun f2002 ftentang fKepolisian 

fNegara fRepublik fIndonesia. fSesuai fdengan ffungsinya fdalam fPasal f2, fyaitu 

fsebagai fsalah fsatu ffungsi fpemerintahan fnegara fdibidang fpemeliharaan fkeamanan 

fdan fketertiban fmasyarakat, fpenegakan fhukum, fpelindungan, fpengayom fdan 

fpelayan fkepada fmasyarakat fterdapat ffaktor fpenghambat fyaitu fkeengganan fNK 

fmelakukan fpengaduan ftelah fterjadi fpencabulan fkarena fhal fini fmerupakan 

fperbuatan fyang fmemalukan, fsehingga fkesadaran fhukum fmasih fsangat frendah 

fdan fmenghambat fberlakunya fpenegakan fhukum fbagi fkorban. 
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B. Saran 

Berdasarkan fkesimpulan fdiatas fdalam fhal fini fpenulis fmemberikan fsaran fsebagai 

fberikut f: 

1. Orangtua fdan flingkungan fsekitar fanak fsebaiknya flebih fwaspada fdalam fhal 

fpengawasan fterhadap fanak, fkarena fdalam fhal fini fanak fbelum fmemiliki fkuasa 

fakan fdirinya fsendiri. fSeorang fanak fyang fmenjadi fsantri fdi fpondok fpesantren, 

ftetaplah fdiperhatikan foleh forangtuanya. f 

2. Pelaksanaan fperlindungan fterhadap fkorban ftindak fpidana fpencabulan fhendaknya 

fdapat fditingkatkan fkembali fseperti fperbaikan fmental fdan fpsikis fkorban fagar 

ftidak fmenyebabkan ftrauma fyang fmendalam fdan fberkepanjangan fserta faparat 

fpenegak fhukum fmemberikan fperlindungan fhukum fterhadap fanak fsecara ftepat 

fdan fcepat, fmengadakan fpenyuluhan fdan fsosialisasi fsecara fberkala fserta ftepat 

fsasaran foleh fpara fpenegak fhukum fsehingga fmencapai fhasil fyang fdiharapkan. 

3. Suatu fkejahatan fdapat fterungkap fapabila fadanya fpengaduan fyang fdilakukan foleh 

fkorban fatau fmasyarakat fmeskipun fada fjuga fkejahatan fyang fterungkap fkarena 

fpelaku ftertangkap ftangan foleh faparat. fDengan fdemikian, faparat fpenegak fhukum 

fterutama fpolisi fsangat fmembutuhkan fperan faktif fkorban fatau fmasyarakat. 

fKorban ftidak fboleh fmenyepelekan fdirinya fyang fmengalami fpencabulan, fkarena 

fbagaimana forang flain fdapat fmenolong fdirinya fjika fdirinya fsendiri fmenutup fjalan 

forang flain funtuk fmenyelamatkan fdirinya. 
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